
 



Yth:
1. Ketua Pengadilan Agama Bangil
2. Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi
3. Ketua Pengadilan Agama Bawean
4. Ketua Pengadilan Agama Blitar
5. Ketua Pengadilan Agama Bondowoso
6. Ketua Pengadilan Agama Gresik
7. Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri
8. Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun
9. Ketua Pengadilan Agama Kangean
10. Ketua Pengadilan Agama Lamongan
11. Ketua Pengadilan Agama Lumajang
12. Ketua Pengadilan Agama Magetan
13. Ketua Pengadilan Agama Nganjuk
14. Ketua Pengadilan Agama Pasuruan
15. Ketua Pengadilan Agama Ponorogo
16. Ketua Pengadilan Agama Probolinggo
17. Ketua Pengadilan Agama Sampang
18. Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo
19. Ketua Pengadilan Agama Sumenep
20. Ketua Pengadilan Agama Tuban
21. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung



PERJANJIAN KINERJA T A H U N  2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di 

bawah in i:

Nama : MAKHMUD, S.Ag., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kangean 

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Drs. H. MOHAMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya 

sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka 

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan 

dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan 

melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil



PERJANJIAN KINERJA KETUA PENGADILAN AGAMA KANGEAN

TAHUN 2 0 2 1

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA KANGEAN

No. Sasaran  P ro g ra m / 
K egiatan

Ind ikator  K inerja Target K iat U ntuk M ew ujudkan  

T arget
1. Terujudnya Proses 

Peradilan yang pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel

Prosentase sisa perkara 
Perdata Agama yang 
diselesaikan.

100 % Meningkatkan 
penyelesaian perkara

Prosentase perkara 
Perdata Agama yang 
diselesaikan tepat 
waktu

100 % Meningkatkan 
penyelesaian perkara yang 
dilakukan secara tepat 
waktu

Prosentase putusan 
perkara yang tidak 
mengajukan upaya 
Hukum
- Banding
- Kasasi
- PK

100 % Kualitas Putusan perlu 
untuk ditingkatkan

Index kepuasan pencari 
keadilan

86% Meningkatkan pelayanan 
kepada para pihak pencari 
keadilan

2. Peningkatan Efektifitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian Perkara

Prosentase salinan 
putusan perkara 
perdata yang dikirim 
kepada para pihak tepat 
waktu

100 % Perlu adanya koordinasi 
antara Majelis Hakim, 
Panitera Pengganti dengan 
Jurusita tentang isi 
putusan

Prosentase perkara 
yang diselesaikan 
melalui Mediasi

3% Memaksimalkan tugas 
mediator dalam 
memberikan pengarahan 
serta dampak dari 
perceraian kepada pihak 
berperkara

Prosentase betkas 
perkara yang 
dimohonkan Banding, 
Kasasi dan PK yang 
diajukan secara lengkap 
dan tepat waktu

100 % Koordinasi antara Majelis 
Hakim dan Panitera 
Pengganti mengenai 
kelengkapan berkas 
sebelum perkara diajukan 
secara tepat waktu

Prosentase putusan 
yang menarik perhatian 
masyarakat [ekonomi 
syari'ah) yang dapat 
diakses secara online 
dalam waktu 1 (satu)

100 % Koordinasi antara Majelis 
Hakim dan Panitera 
Pengganti serta Tim 1T 
mengenai putusan yang 
berkaitan dengan ekonomi 
syari’ah secara dalam 
mempublikasikannya



hari setelah perkara 
diputus

3. Meningkatnya Akses 
Peradilan bagi 
Masyarakat Miskin dan 
Terpinggirkan

Prosentase perkara 
prodeo yang 
diselesaikan

100 % Sosialisasi antara 
Pengadilan Agama dengan 
masyarakat /  pihak terkait

Prosentase perkara 
yang diselesaikan di 
luar gedung pengadilan

100 % Sosialisasi antara 
Pengadilan Agama dengan 
masyarakat /  pihak terkait 
(Kantor Desa /  
Kecamatan)

Prosentase perkara 
permohonan (v o l u n t a i r ) 
Identitas Hukum

100 % Koordinasikan dengan 
Dukcapil dengan instansi 
terkait

Prosentase pencari 
keadilan Golongan 
Tertentu yang 
mendapat Layanan 
Bantuan Hukum 
(POSBAKUM)

100 % Sosialisasikan dengan para 
pencari keadilan mengenai 
Layanan bantuan Hukum 
(POSBAKUM)

4. Meningkatnya 
Kepatuhan Terhadap 
Putusan Pengadilan

Prosentase Putusan 
Perkara Perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi]

100 % Memutus perkara dengan 
adil dan hasil putusan bisa 
dengan mudah diakses

No K egiatan Anggaran

1 Pembayaran Perkara Prodeo sebanyak 20 Perkara 
@ Rp. 400.000,-

Rp. 8.000.000,-

2 Jumlah pelaksanaan sidang di Luar gedung 
Pengadilan

Rp. 22.500.000,-

3 Jasa Konsultasi Layanan Hukum Rp. 37.000.000,-

4 Jumlah pelaksanaan sidang Terpadu Rp. 19.000.000,-
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Yam in A w ie, S.H., M.H.
198103 100

S.Ag., M.H.
199803 1 003
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